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Abstract

The orientation of the village community began to change from agrarian
to industrial. resulting in decreased interest in the agrarian world - both
agriculture and plantations - in rural communities, especially in areas close to the
city, one of which is the village of Tambangan in Semarang. Therefore, changes in
orientation also appear in crooked land management. Then the idea began to
emerge to convert the crooked land into a more productive ecotourism area. This
article uses a qualitative descriptive research method, and this article tries to
explore community empowerment through ecotourism in Tambangan village. The
results of this study indicate that the conversion of crooked land in RW 1
Tambangan can run smoothly without any internal conflicts. The presence of
ecotourism in the region actually generates new ideas that have positive potential
both socially and economically. The ecotourism concept applied by residents of
RW 1 Tambangan is manifested in an integrative pattern between playing and
learning in nature with the name “Taman Stambran” ecotourism. In addition, the
positive impact on the economic sector is very meaningful for small traders who
are native to the region. This positive result in the economic sector can be seen
from the start of the establishment of small shops around tourist objects, without
having to take up space for the conversion of crooked land that has been used to
build and develop Stambran Park ecotourism. This is certainly very encouraging
in the midst of the growing number of retailers.

Keywords: Community Empowerment, Land Function Transfer, Ecotourism

Abstrak

Orientasi masyarakat desa secara faktual perlahan mulai bergeser dari
agraris menuju industri. Akibatnya tentu kemudian menurunnya minat terhadap
dunia agraris —baik pertanian maupun perkebunan- di tengah masyarakat desa,
utamanya yang sudah memasuki wilayah administratif kota, salah satunya desa
Tambangan di kota Semarang. Oleh karenanya perubahan orientasi juga nampak
pada pengelolaan lahan bengkok. Hingga kemudian mulai bermunculan gagasan
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untuk mengalih fungsikan lahan bengkok menjadi area ekowisata yang lebih
menghasilkan. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan spesifikasi studi
diskriptif, artikel ini mencoba menggali tentang pemberdayaan masyarakat
melalui ekowisata di desa Tambangan. Adapun hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa alih fungsi lahan bengkok di RW 1 Tambangan bisa berjalan
dengan lancar tanpa adanya konflik internal berarti. Alih-alih menimbulkan
ketegangan, hadirnya ekowisata di wilayah tersebut justru memunculkan ide-ide
baru yang memiliki potensi posoitif baik sosial maupun ekonomi. Adapun konsep
ekowisata yang diterapkan oleh warga RW 1 Tambangan diwujudkan dalam pola
integratif antara bermain dan belajar di alam dengan nama ekowisata “Taman
Stambran”. Selain itu dampak positif yang didapatkan pada sektor ekonomi,
sangat berarti bagi para pedagang kecil yang notabene para penduduka asli
wilayah tersebut. Hasil positif di bidang ekonomi ini bisa dilihat dari mulai
berdirinya toko-toko kecil di sekitar objek wisata, tanpa harus memakan ruang
alih fungsi lahan bengkok yang sudah digunakan untuk membangun dan
mengembangkan ekowisata Taman Stambran. Ini tentu sangat menggembirakan
di tengah menjamurnya retail-retail yang menghegemoni di seluruh Indonesia
yang disebut-sebut mematikan pedang kecil.

Kata Kunci: Pemberdayan Masyarakat, Alih Fungsi Lahan, Ekowisata

A. Pendahuluan

Setiap daerah memiliki kearifan masing-masing dalam menentukan laju
kembang sosioekonomi di wilayahnya. Khususnya di daerah pedesaan, tentu
pertanian dan perkebunan masih menjadi titik tumpu penghasilan sebagian
masyarakat. Ketersediaan lahan yang masih luas, sistem irigasi yang mendukung,
serta jam kerja yang fleksibel menjadi alasan kuat kenapa masyarakat di pedesaan
menentukan pertanian sebagai pijakan dalam menghidupi sanak keluarga. Alhasil
lahan pertanian juga dijadikan sebagai bentuk apresiasi dan imbalan bagi para
lurah berikut perangkat di sebagian besar desa di Indonesia. Sistem ini dinamakan
bengkok. Dimana hak kelola akan penuh menjadi milik para perangkat desa

selama mereka menjabat.

Secara legal formal tanah bengkok sendiri (sebagaimana dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang termuat dalam Pasal 1 ayat
5) adalah tanah yang dimiliki oleh adat-istiadat sendiri guna diberikan kepada

kepala desa dan perangkat desayang bersangkutan. Beberapa macam tanah milik
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adat yang berkaitan dengan tanah bengkok, yaitu: a) Tanah milik desa adat,
misalnya desa sebagai persekutuan hukum membeli tanah dan pasar, balai desa,
yang hasilnya dimasukkan ke dalam kekayaan desa, yang pajaknya dipikul oleh
desa adat itu. b) Tanah bengkok yaitu tanah yang dibeli oleh adat itu sendiri guna

diberikan kepada perangkat desa pengurus desa yang bersangkutan.®

Hal yang sama juga diterapkan di desa Tambangan kecamatan Mijen kota
Semarang. Dimana tanah bengkok yang secara historis merupakan peninggalan
para pendahulu —yang dalam redaksi PP No. 72 tahun 2005 masuk dalam kategori
a)- juga diberikan kepada para perangkat desa. Kendati secara regulasi kepala
desa tidak dipilih langsung oleh masyarakat layaknya wilayah kabupaten, namun
mereka tetap mendapatkan tanah bengkok selama masa menjabat. Kemudian
perangkat desa di tingkat RW (dukuh) yang notabene dipilih secara langsung oleh
masyarakat di dukuh masing-masing, tentu juga mendapatkan bengkok di wilayah
dukuh tersebut. Dalam konteks ini, hanya RW yang mendapatkan bengkok selama
masa menjabat 5 tahun. Setelah itu, tanah bengkok diserahkan kembali ke desa,
kecuali ia kembali menjabat di periode kedua dari hasil pemilihan di masyarakat
dukuh. Sementara itu menurut Savitri® lahan bengkok dalam perspektif agrarian di
Jawa merupakan lahan yang secara kepemilikan dan garapan menjadi hak desa.
Tanah atau lahan bengkok pada akhirnya tidak diperbolehkan untuk dijualbelikan
tanpa sepengetahuan, izin dan kesepakatan secara komunal seluruh warga desa.
Namun dalam bentuk sewa lahan, ini deperbolehkan bagi mereka yang
mempunyai hak untuk menyewakannya. Hak ini biasanya dimiliki oleh perangkat

desa dalam periode jabatan tertentu.

Tanah bengkok di desa Tambangan sendiri saat ini keseluruhannya berupa
persawahan. Kondisi tersebut secara perlahan mulai kurang efektif dengan
perkembangan wilayah kecamatan Mijen yang lambat laun menjadi wilayah baru

perkotaan Semarang. Desa Tambangan yang notabene masuk dalam wilayah

! peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
2 Miya Savitri, “Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap
Pengelolaan Tanah Bengkok Desa,” Jurnal Panorama Hukum 1, no. 2 (2016), h. 56.
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tersebut juga mengalami hal demikian, di mana industri, properti dan perniagaan
mulai tumbuh di wilayah yang pada kurun 1970-an masih masuk wilayah
kabupaten Kendal —sebelum akhirnya dimekarkan untuk masuk wilayah kota
Semarang-. Perkembangan itu pada akhirnya juga mulai memperngaruhi pola
mata pencaharian masyarakat yang awalnya agraris berubah menjadi industry.
Alhasil bengkok yang diberikan kepada para perangkat juga sedikit banyak
kehilangan eksistensinya, karena semakin sulitnya mencari pekerja tani dan cost

pengelolaan yang juga tidak murah.

Inilah yang kemudian memunculkan berbagai pertimbangan untuk
kembali menentukan orientasi baru terhadap —setidaknya sebagian- tanah bengkok
yang ada di desa Tambangan. Dukuh Tambangan (RW1) desa Tambangan adalah
salah satu yang pertama mengambil inisiatif tersebut. Setelah melalui diskusi dan
musyawarah antar pengurus RT-RW kemudian pada tahun 2019 dicetuskan untuk
mengalih fungsikan sebagian lahan bengkok di dukuh tersebut untuk kemudian
dikelola menjadi ekowisata. Ini sangat potensial, mengingat posisi dukuh
Tambangan sebagai sentra kelurahan tersebut merupaka jalur yang dilewati para
wisatawan lokal —utamanya di akhir pekan- menuju berbagai objek wisata di
sekitar kecamatan Mijen dan wilayah kabupaten Kendal. Tanah seluas sekitar
1000m? ini kemudian secara bertahap dirubah menjadi ekowisata dan lapangan
sepak bola ini ternyata berhasil menghidupkan sektor ekonomi masyarakat sekitar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitiannya adalah studi deskriptif. Penelitian pendahuluan dilakukan dengan
mencari data mengenai pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata di desa
Tambangan. Lebih lanjut Penelitian ini dilakukan di desa Tambangan sebagai
objek penelitian. Adapun sumber data dibedakan atas sumber data primer dan
sumber data sekunder. Sumber data primer didapat melalui wawancara yang
mendalam kepada para informan. Wawancara yang mendalam dilakukan untuk

mendapatkan data primer dengan pihak pengurus desa, Karang Taruna, dan
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beberapa masyarakat yang terlibat dalam program rintisan ekowisata di desa
Tambangan. Sedangkan Sumber data sekunder berupa dokumentasi dan arsip-
arsip resmi yang dapat mendukung hasil penelitian. Untuk mendapatkan data
sekunder dilakukan dengan mengkaji beberapa dokumen yang terkait dengan
program rintisan ekowisata di desa Tambangan. Analisis data kualitatif adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menorganisasikan data,
memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting
untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini
mengacu pada Milles & Huberman dalam Sugiyono® yang terbagi dalam tiga

langkah, yaitu :
1. Reduksi data (Data Reduction )

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian proses reduksi data
adalah sebagai berikut. Pertama, data yang didapat dari wawancara merupakan
data mentah. Selanjutnya peneliti memilah-milah data yang dikumpulkan.
Kedua, setelah data dipilah-pilah peneliti melakukan pengkodean data, artinya
mengkodekan data menggunakan simbol, berdasarkan informan dan waktu
wawancara untuk mempermudah mencari data. Ketiga, data yang sudah diberi
kode, kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data (Display Data)

Setelah data dipilah-pilah dan disesuaikan dengan fokus penelitian
maka peneliti melakukan penyajian data. Peneliti menyajikan data yang
bermakna tersebut dalam bentuk narasi atau uraian yang lebih mudah dipahami

dan lebih komunikatif.

® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Bandung:
ALFABETA, 2008).
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3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Setelah data disajikan peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal
berdasarkan hasil temuan data. Setelah data diverifikasi berdasarkan bukti-
bukti yang kuat dan konsisten dengan kondisi saat dilakukan penenlitian, maka
peneliti menarik kesimpulan sebagai kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan
penelitian yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan Triangulasi
Sumber yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara antara informan
yang satu dengan yang lain selain itu ada pula digunakan Triangulasi Teknik
yaitu membandingkan data dilihat dari analisis dari ketiga teknik yang
dilakukan.

C. Kerangaka Teori
1. Pemberdayaan Masyarakat

Mengenai Pemberdayan masyarakat Sumodiningrat® mengemukakan
pendapatnya bahwa proses pemberdayaan masyarakan setidaknya dilakukan
dalam tiga jalur, yakni: (1) Enabling, sebuah upaya mewujudkan satu iklim yang
bisa meningkatkan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri; (2)
Empowering, menguatkan daya serta potensi yang sudah dikembangkan dalam
tahap enabling; (3) Protectting, yakni sebuah upaya untuk memberikan
perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan dalam konteks ini bisa berupa
advokasi dan edukasi agar dua proses yang sudah dicapai sebelumnya bisa tetap
berjalan dan mampu menunjukkan stabilitas. Alhasil, dalam konsep ini
pemberdayaan masyrakat dipandang sebagai upaya guna mengoptimalkan potensi
dan kemampuan masyarakat hingga mencapai tahap kemandirian serta mampu

lepas dari belenggu keterbelakangan dan juga kemiskinan.

Sebenarnya konsep di atas bukanlah konsep tunggal tentang

pemberdayaan masyarakat. Masih banyak konsep tentang tema ini dari para ahli.

* Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengamanan Sosial
(Yogyakarta: Ghalia Indonesia: Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 133-134.
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Namun satu di antara yang cukup kredibel adalah milik Robbins, Chatterjee &
Canda® yang menyatakan bahwa ini merupakan sebuah proses bagi individu
maupun kelompok guna meraih kuasa, agar sumbera daya yang notabene milik
mereka bisa diakses, serta bisa melakukan control atas hidup mereka sendiri. Hal
yang sama juga dikemukakan oleh Rapparort® bahwa pemberdayan merupakan
proses secara kolaboratif yang mana pihak yang kurang-bahkan tidak- berdaya
akan sumber daya digerakkan untuk membangkitkan, mengembangkan dan
meningkatkan akses serta control dari sumber daya tersebut guna menyelesaiakn

problem pribadi ataupun masyarakat.

Sementara itu pemberdayaan masyarakat dalam perspektif pembangunan
kerap kali dikaitkan dengan konsep partisipatif, kemandirian, keadilan dan
jaringan kerja. Aspek partisipatif sendiri merupakan aspek terpenting dalam
menumbuhkan kemandirian serta pemberdayaan. Secara strategis, pemberdayaan
meletakkan positioning partisipasi masyarakat sebagai isu utama dalama
pembangunan. Artinya di samping urgensi pemberdayaan masyarakat itu sendiri,
ada hal lain yang bisa jadi kendala implementasi dalam segi praktik
pemberdayaan.” Bahkan problem teersebut akan merambah pada ketidakjelasan
konsep tentang apa itu pemberdayaan, batasan tentang keberhasilan
pemberdayaan, peran masing-masing masyarakat, pemerintah serta swasta, cara
pencapaian dan sebagainya.® Artinya jika ditarik garis merah, pemberdayaan
sejatinya merupakan upaya untuk membuat masyarakat berdaya atas diri sendiri
serta akses sumberdaya dengan tanpa meninggalkan aspek partisipasi,
kemandirian, keadilan dan jaringan kerja sebagai sSyarat secara implementatif-
praktis dari pemberdayaan itu sendiri.

® Dalam Mustangin, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal,” SOSIOGLOBAL:
Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi 2, no. 1 (2017), h. 63.

® Dalam A. C. Hamill and C. H. Stein, “Culture and Empowerment in the Deaf Community:
An Analysis of Internet Weblogs,” Journal of Community & Applied Social Psychology 21 (2011),
https://doi.org/https://doi.org/10.1002/casp.1081.

" G Craig and M Mayo, Community Empowerment. A Reader in Participation and
Development (London: Zed Books: London: Zed Books, 1995).

¢ Eko Prasojo, “People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi
Publik,” Jurnal IImiah Administrasi Publik 4, no. 2 (2004), h. 11.
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2. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan merupakan fenomena yang banyak sekali di berbagai
wilayah di Indonesia. Berbagai macam perspektif lahir menyikapi fenomena ini
juga tidak dapat dihindarkan. Sebagian besar yang muncul ke permukaan —apalagi
bagi para pecinta alam- alih fungsi lahan seringkali distigma sebagai sesuatu yang
negatif. Ini wajar, karena apa yang nampak dan muncul di media memang
demikian. Karena memang, jika tidak difungsikan sebagaimana mestinya, dan
tidak dikawal alih fungsi lahan ini bisa saja menjadi aktifitas yang benar-benar

mengancam kelestarian alam bukan hanya di Negeri ini namun juga di dunia.

Utamanya bagi setiap tempat/wilayah yang tengah berkembang, proses alih
fungsi lahan merupakan satu hal yang tidak dapat dihindarkan. Ini karena wilayah
tersebut memiliki jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan di saat yang
sama kebutuhan lahan untuk fasilitas umum —termasuk di dalamnya industri serta
pemukiman juga meningkat. Proses alih fungsi lahan ini bisa jadi dimulai dengan
sistem pelepasan lahan, utamanya melalui proses penjualan lahan yang nantinya
akan berbuntut dengan melonjaknya harga lahan sehingga semakin memancing
minat masyarakat untuk menjual lahannya. Namun jika ditinjau dari gejala secara
umum, kesediaan pemilik lahan -utamanya lahan pertanian- untuk
mengalihfungsikan lahan dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, faktor ekstenal.
Faktor ini berupa tumbuh pesatnya kawasan, ekonomi dan demografi. Kedua,
faktor internal. Faktor ini berupa kondisi sosio-ekonomi pemilik lahan —di
dalamnya keluarga-. Ketiga, faktor kebijakan. Faktor ini terjadi jika muncul
aturan atau perundang-undangan yang kemudian dilaksanakan sehingga pemilik

lahan terkena imbas aturan tersebut.’

Alhasil pengalih fungsian lahan memang merupakan sebuah keniscayan
yang pasti terjadi di daerah berkembang seperti di Indonesia. Bahwa benar aspek
internal sangat berperan besar dalam proses ini, namun jika masyarakat kemudian

dihadapkan dengan kendala ekonomi dan lebih dari itu dibenturkan aturan tentang

% R. Janah, B.T. Eddy, and T. Dalmiyatun, “Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya
Terhadap Kehidupan Penduduk Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak,” Jurnal
Agrisocionomics 1, no. 1 (2017), h. 2.
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adanya pembangunan dan sebagainya, maka masyarakat pasti tidak berkutik
dalam proses pelepasan lahan ini. Pada tahap ini maka kebijaksanaan dari semua
pihaklah yang menjadi penentu dari kelangsungan lahan, yang tidak sedikit
bahkan merupakan area resapan dan konservasi. Sebab jika tidak muncul
kebijaksanaan disini, maka semua akan menerima dampak negative dari

lingkungan, bahkan sosial di kemudian hari.
3. Ekowisata

Dowling’® menyatakan bahwa ekowisata dapat dilihat berdasarkan
keterkaitannya dengan 5 elemen inti, yaitu bersifat alami, berkelanjutan secara
ekologis, lingkungannya bersifat edukatif, menguntungkan masyarakat lokal, dan
menciptakan kepuasan wisatawan. Berdasarkan definisi-definisi dari berbagali
tokoh, Eagles dan Fennell'* kemudian merangkum pengertian ekowisata sebagai
sebuah bentuk berkelanjutan dari wisata berbasis sumberdaya alam yang fokus
utamanya adalah pada pengalaman dan pembelajaran mengenai alam, yang
dikelola dengan meminimalisir dampak, non-konsumtif, dan berorientasi lokal
(kontrol, keuntungan dan skala). Goeldner'? menyatakan bahwa ekowisata
merupakan bentuk perjalanan menuju kawasan yang masih alami yang bertujuan
untuk memahami budaya dan sejarah alami dari lingkungannya, menjaga
integritas ekosistem, sambil menciptakan kesempatan ekonomi untuk membuat
sumber daya konservasi dan alam tersebut menguntungkan bagi masyarakat lokal.
Terlihat jelas bahwa perlu adanya keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat
lokal, sehingga ekowisata harus dapat menjadi alat yang potensial untuk

memperbaiki perilaku sosial masyarakat untuk tujuan konservasi lingkungan.*®

% Dalam Dhayita Rukti Tanaya and Iwan Rudiarto, “Potensi Pengembangan Ekowisata
Berbasis Masyarakat Di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang,” Teknik PWK 3, no. 1
(2014), h. 73.

' R. K Eagles and D. A. Fennell, The Context of Ecotourism Policy and Planning (Ontario:
Ontario, 2003).

2 Dalam Jim Butcher, Ecotourism, NGO’s, and Development: A Critical Analysis
(NewYork: Routledge: NewYork: Routledge, 2007).

3 Ralf. Buckley, Case Studies in Ecotourism (Cambridge: CABI: Cambridge: CABI, 2003).
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D. Pembahasan
1. Pemberdayaan berbasis Ekowisata di desa Tambangan

Tambangan sebagai salah satu kelurahan di kecamatan Mijen kota
Semarang Provinsi Jawa Tengah ini terletak di Jalan. RM Hadi Soebeno S
Semarang. Kelurahan yang memiliki Luas Wilayah + 357,92 ini merupakan
wilayah strategis karena terletak tepat di jalur Semarang-Boja (Kendal) yang
merupakan rute tujuan wisata lokal berbasi alam, panorama dsb. Wilayah ini
berbatasan dengan — sebelah barat dengan Kelurahan Jatisati dan Kelurahan
Cangkiran; sebelah utara dengan Kelurahan Mijen; sebelah timur dengan
Kelurahan Purwosari dan sebelah selatan dengan Kelurahan Cangkiran dan
Kelurahan Bubakan. Adapun total jumlah penduduk desa Tambangan terhitung
pada Maret 2020 mencapai 5.570 jiwa yang menempati pada pembagian 4

wilayah RW dengan total 14 RT di dalamnya.**

Adapun secara spesifik yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah RW 1
dukuh Tambangan desa Tambangan kecamatan Mijen kota Semarang. Alasan
mengapa wilayah tersebut diambil sebagai fokus kajian adalah adanya alih fungsi
lahan bengkok menjadi ekowisata. Tentu ini merupakan suatu yang spesial karena
biasanya alih fungsi lahan bengkok dalam tatanan suatu masyarakat memiliki
potensi adanya konflik. Ini wajar, mengingat tanah bengkok yang seharusnya
menjadi hak dari para perangkat desa/dukuh kemudian akan hilang —apapun
wujudnya-. Tentu pada akhirnya harus ada ganti rugi yang apabila salah dalam
bersikap tentu menjadi masalah baru bagi intern warga desa, utamanya berupa

kecemburuan sosial.

Maka menjadi sebuah keistimewaan saat akhirnya alih fungsi lahan
bengkok di RW 1 Tambangan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik
internal berarti. Alih-alih menimbulkan ketegangan, hadirnya ekowisata di
wilayah tersebut justru memunculkan ide-ide baru yang memiliki potensi posoitif
baik sosial maupun ekonomi. Menjadi tidak mengeharan jika kemudian

pembangunan ekowisata tersebut juga dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.

14 keltambangan.semarangkota.go.id.
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Kendati dana terbesar diambil dari hasil laba pengelolaan air minum desa (yang
dikelola secara internal bukan milik PDAM), namun adanya peran secara finansial

dari warga merupakan sinyal positif dari strategi pemberdayaan yang diterapkan.

Kemudian konsep ekowisata yang diterapkan oleh warga RW 1
Tambangan diwujudkan dalam pola integratif antara bermain dan belajar di alam
dengan nama ekowisata “Taman Stambran”. Aspek “bermain” muncul dengan
adanya beberapa wahana, seperti kolam renang dan kolam terapi ikan. Adapun
aspek belajar/edukasi duwujudkan dalam taman-taman bunga dan persawahan itu
sendiri. Keduanya dipadu padankan menjadi satu konsep sederhana dan murah
agar bisa diakses oleh semua kalangan. Harga tiket yang hanya Rp. 5.000,- tentu
menjadi sebuah keniscayaan bagi semua kalangan untuk menikmati objek
ekowisata Taman Stambran ini. Selain berfungsi sebagai ekowisata, Taman
Stambran ini juga dijadikan pusat kegiatan olahraga dan kesenian warga. Olah
raga bertempat di lapangan desa yang menempel pada area tersebut, dan selalu
ramai pada sore hari. Sementara kegiatan kesenian biasanya diadakan pada malam
hari, mulai dari musik tradisional, sampai dengan musik rebana, semuanya

mendapatkan ruang bereksplorasi di tempat ini.

Alhasil kalaupun tidak ada pengunjung dari luar desa, setidaknya Taman
Stambran menjadi alternatif ruang belajar dan bermain anak-anak di RW 1
Tambangan agar bisa bersosialisasi kepada sesame dan tidak hanya terpaku pada
trend gadget —yang memunculkan banyak resiko negatif untuk seusia mereka-
semata. Singkatnya, hadirnya ekowisata Taman Stambran ini pada gilirannya
benar-benar menerapkan makna swadya yang sesungguhnya. Slogan dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyar, pada tataran ini benar-benar diterapkan dalam
sosiokultur masyarakat RW 1 Tambangan. Maka tidak mengherankan kemudian
jika akhirnya dampak positif tersebut juga menyentuh sektor ekonomi, utamanya

bagi para pedagang kecil yang notabene para penduduka asli wilayah tersebut.

Hasil positif di bidang ekonomi ini bisa dilihat dari mulai berdirinya toko-
toko kecil di sekitar objek wisata, tanpa harus memakan ruang alih fungsi lahan
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bengkok yang sudah digunakan untuk membangun dan mengembangkan
ekowisata Taman Stambran. Ini tentu sangat menggembirakan di tengah
menjamurnya retail-retail yang menghegemoni di seluruh Indonesia. Retail-retail
yang dalam penelitian Ginting® disebut-sebut mematikan pedang kecil ini
memang seperti dua sisi mata uang bagi masyarakat. Satu sisi sangat dibutuhkan
dengan modernitas dan kepraktisan yang ditawarkan, namun di sisi yang lain
membuat para pedagang tidak berkutik jika harus beradu “otot” dengan modal
besar di belakang retail. Terbukti dengan adanya penurunannya omset yang
signifikan, dengan range penurunan omset antara 25%-60% menjadi bukti nyata
betapa sisi lain dari hadir-nya retail itu benar-benar harus segera disikapi dengan
bijak.

Upaya ini pada akhirnya muncul dari masyarakat Tambangan
pengembangan ekowisata Taman Stambran. Tidak bisa memang melakukan head
to head dengan kapital retail yang begitu luar biasa dari segi permodalan, namun
langkah-langkah semacam ini patut dijadikan contoh oleh desa-desa lain dalam
memberdayakan masyarakat di wilayahnya. Jumlah pengunjung yang mulai stabil
dari hari-kehari yang mayoritas adalah warga desa dari berbagai RT dan RW tentu
menjadi sebuah tanda bahwa masyarakat di saat yang bersamaan bersedia
mendukung langkah ekowisata Taman Stambran. Karena jika masyarakat
setempat saja tidak mau berkunjung dan berperan aktif —dalam segi tickteting
utamanya- perkembangan ekowisata Taman Stambran mustahil akan bisa tumbuh.
Alih-alih justru akan usang dimakan waktu sebab wisata serupa dengan “wajah”
yang lebih mewah di sekitar wilayah kecamatan Mijen dan Perbatasan Kendal
juga mulai bermunculan. Namun beruntung masyarakat Tambangan tidak egois,
dan mau untuk sejenak berbagi dengan bersama-sama menghidupkan ekowisata

yang digagas sebagai alternatif dalam memajukan desa.

15 Selpi Yana B Ginting, “Keberadaan Mini Market Alfamart Dan Indomaret Kaitannya
Dengan Tingkat Penghasilan Pedagang Tradisional Di Wilayah Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan,” Jurnal Swarnabhumi 3, no. 1 (2018), h. 67.
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2. Pengelolaan Ekowisata di Desa Tambangan dalam Perspektif Teori
Komponen Wisata

Menurut Scott, Baggio, & Cooper'® pengelolaan sebuah obyek wisata
dikatakan ideal apa bila memenuhi empat aspek, diantaranya komponen
pariwisata, yakni; aspek amenity/amenitas yang menekankan pada sisi fasilitas
dan akomodasi; accessibility/akses menekankan pada sisi akses baik secara
infrastruktur maupun informasi; attraction/atraksi menekankan pada sisi
pertunjukkan (sesuatu yang ditampilkan) baik berupa atraksi dalam makna yang
sesungguhnya ataupun wahana serta landscape keindahan alam yang disajikan
dan sebagainya; dan aspek ancilliary/organisasi yang menekankan pada
bagaimana sebuah organisasi mengelola usaha pariwisata. Keempatnya idealnya
menjadi sesuatu yang integral guna meraih tujuan dari didirikannya sebuah obyek

pariwisata.

Adapun dalam penelitan ini, keempat aspek tersebut juga akan dijadikan
indikator dari pengelolaan Ekowisata “Taman Stambran” di Desa Tambangan.

Berikut secara rinci penulis paparkan analisanya:
a. Amenity

Aspek amenitas yang ada pada Ekowisata “Taman Stambran” di desa
Tambangan jika dilihat sangat baik. Hal ini karena kendati menggunakan lahan
bengkok yang dulunya merupakan persawahan, dengan upaya dan kerjasama
warga RW 1 Tambangan, nyatanya pemenuhan fasilitas bisa terwujud. Mulai
dari adanya Joglo multifungsi yang bisa dijadikan sebagai meeting room-baik
bagi warga ataupun pengunjung-, tempat berlatih kesenian karawitan, tempat
pertunjukkan remaja, dan bahkan menginap jika memang dibutuhkan juga bisa.
Fasilitas-fasilitas lain yang telah memadai adalah adanya kantin yang notabene

merupakan bagian dari rumah penduduk dan menjadi relasi mutual yang

16 C. Scott, N., Baggio, R., & Cooper, Network Analysis and Tourism (Channel View
Publications., 2008).
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bermanfaat bagi warga sekitar dan pengelola. Fasilitas parkir dan toilet juga
tersedia dan terawatt secara baik oleh pengelola.

b. Accessibility

Ditinjau dari segi akses, baik dari segi informasi utamanya dari segi
infrastruktur, posisi Ekowisata “Taman Stambran” Desa Tambangan sangat
strategis. Hal ini karena secara geografis Tambangan berada di jalur wisata
Semarang-Bandungan, Semarang-Kebun Teh Medini, bahkan posisinya berada
di antara spot kawasan perumahan ternama yakni BSB City milik group Ciputra.
Tentu ini menjadi sebuah keuntungan, sebab dengan berada di jalur tersebut
praktis seacara akses jalan menuju obyek wisata sangat baik. Positioning
Tambangan sebagai kelurahan yang masuk dalam wilayah administratif kota
Semarang, juga mendapat keuntungan pembangunan yang luar biasa dibanding
desa sebelah yang sudah memasuki wilayah Kendal. Hal ini karena secara
pendapatan, bahkan nilai UMR, Semarang lebih tinggi dibanding dengan Kab.
Kendal.

c. Ancilliary

Pada aspek ini, pengelolaan ekowisata yang diurus secara kolaboratif
olen warga dan pengurus RW | Tambangan juga sangat menguntungkan.
Meskipun pendanaan diupayakan secara swadaya masyarakat, namun
keberadaan pengurus RW 1 Tambangan yang juga menjadi tokoh sentral dalam
jajaran pengelola Ekowisata “Taman Strambran” desa Tambangan membuat
akses kebijakan dan perijinan lebih fleksibel dan mudah. Selain itu pembagian
hasil untuk kemaslahatan masyarakat desa juga akan lebih transparan karena
masyarakat bisa memantau sendiri sejaun mana perkembangan obyek wisata
tersebut. Jadi dengan organisasi pengelola ekowisata “Taman Stambran” desa
Tambangan yang besifat kolaboratif-integratif dengan pengurus RW |
Tambangan, bukan untuk memonopoli pengelolaan, tetapi lebih bertujuan

melahirkan sinergi dengan segenap komponen masyarakat yang ada.
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E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan
bengkok di RW 1 Tambangan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik
internal berarti. Alih-alih menimbulkan ketegangan, hadirnya ekowisata di
wilayah tersebut justru memunculkan ide-ide baru yang memiliki potensi posoitif
baik sosial maupun ekonomi. Adapun konsep ekowisata yang diterapkan oleh
warga RW 1 Tambangan diwujudkan dalam pola integratif antara bermain dan
belajar di alam dengan nama ekowisata “Taman Stambran”. Aspek “bermain”
muncul dengan adanya beberapa wahana, seperti kolam renang dan kolam terapi
ikan. Adapun aspek belajar/edukasi duwujudkan dalam taman-taman bunga dan
persawahan itu sendiri. Keduanya dipadu padankan menjadi satu konsep
sederhana dan murah agar bisa diakses oleh semua kalangan. Selain itu dampak
positif yang didapatkan pada sektor ekonomi, sangat berarti bagi para pedagang
kecil yang notabene para penduduk asli wilayah tersebut. Hasil positif di bidang
ekonomi ini bisa dilihat dari mulai berdirinya toko-toko kecil di sekitar objek
wisata, tanpa harus memakan ruang alih fungsi lahan bengkok yang sudah
digunakan untuk membangun dan mengembangkan ekowisata Taman Stambran.
Ini tentu sangat menggembirakan di tengah menjamurnya retail-retail yang
menghegemoni di seluruh Indonesia yang disebut-sebut mematikan pedang kecil.
Kesemuanya itu bisa dicapai karena dalam perspektif teori komponen pariwisata
pengelola mampu menampilkan empat aspek amenity, accessibility, attraction dan

ancilliarry secara integratif dengan berbasis swadaya masyarakat.
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